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N,EKONSTRUKSI HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA IARU- i',.

n.?'ih""
Pancasila sebagai sumber dari segala sunber hukum, 'dan sebagai sumber
ped.oman bernegara telah secara,lcngtap mernberikan gambaran arah masa.
kehidupan bernegara. Pancasila dgngan paradigma,yang terkandung...
didalamnya akan mampu memberi bentyk bagi negara Indonesia bdru, melalui .
rekovtttv*si hukum. Langkah awal upaya rekonstraksi hukum dimulai ilari
rckenstruksi pendidikan hukum yang berbasis pada pengualan kalba, hati
.nufqni, kejujuran dan inlegritas sebagai monutia yang menyadari. hakekot
kemanusiaaniya

pc4jajahln.
' ProklamaSi kbmerdekain

Pendrhulueo
Ketika Proklamasi 17 Agustus

l94J dikumandangkan oleh Soekarno
Hrtta, bangsa Indonesia dengan periuh
optiniis menatap masa depan, akan
Femperoleh kehidupan yang adil
makmur dan sejahtera, bebas
menentukan nasib sendiri, dan tidak
lagi terkungkung oleh 'orde-

menunjukkan bahwa kita ini' beinda r
dalam posisi "bangsa deirgan
kepribadian terbelah". Baik itu mulai
jaman kemerdekaan, Oide Lama, 0rdc
Baru. bahkan Orde Reforrnasi
sekalipun, praktik-praktik bernegara,
baik mulai praktik hukumnya, prsktik
ekonomihya, praktik
irarlementariannya, menunjukkan
bahwa antara yang kita inginkan
dengan yatrg muncul dalam"prolrik
adalah dua' hal yang jareng. bcrjalan
seiring.

Paniasila yang diideatkan
sebagai sumber dari segala sumber
hukum belum .mampu internalized ke
dalam ' perilaku bernegara.' Azas
demokrasi sebagai landasan - y[ng
ptitot dalam ketatancgaiaan,
dikangkangi' demi kcpcntingan part&i
dan golongan. Sistem hukum nasionsl
yaiig shearusnya memilih rekyat, lebih
cenderung memihak "konglonerat.

Indonesia, pada satu sisi diyatini
sebagai p€ndekonsiruksian paradigma
kolonial untuk memasuki paradigrna
baru hidup sebagai bangsa merd-ka.
Namun pida sisi lain, timbrll pemikiran
kritis apakah sistem kcnegaraan kita,
sistcm hukum kita den sistcm sosial
budaya kiia secara sadar dipilih oleh

Selama lebih dari lima puluh
tahun kita hidup bernegara, realitas

negara ataulah hanlia
ar':-- sistemnya pars

ttu rt, Hrltr ,,la, ,f.talrar.,
Itdaqb Ban
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Hukum yang diideelkan berparadigpa
harmoni, yang terjadi ad&lah
liberalisme. Sistem Ekonomi
Kerakyatan (SEK) yang diingintan
dalam Pancasila dan UUD 1945, yang
muncul kemudian adalah Sisrcm
Ekonomi Konglomerat (SEK).
Tampaknya ada yang tidak match
antara apa yang kita inginkan derrlan

tita bongkar isinya, raaka didalrmnya
dapat kita perolch makna Indonesia
baru.

Dari sila-sila yang ada, dapat
dikonstruksikan bahwa Negara
Indonesia Baru adalah n€gara yang
bermoral religius dalam tatanan _ iaflg
'sccara totalitas membcilkan

' 
rl:psnghargaan .. pada mirtatat

kemanuslaan dalam bi"gliri acgara
kesatuan Indonesia yang'demokratis
dan berkcadilan sosial. Garnbaran
inileh yang sebenarnya sering disebut
oleh para. ahli scbagai Civil Eociety.' Istilah Civil Society mendepatkan
banyak pendanaan dalam bahasa
Indonesia dengan istikih yajng bcrbcda-
bcda, seperti "masyarakat sipil",
"masyarakat warga" (Satjipto
Rahardjo), "masyarakat madani" (Emil
Salim), "masyarakat utama" (Al
Farabi). Modal masyarrkat madEti
yang diinginkan adalah masyarakat
ma.lani Indonesia, bukan masyar'akat
rtFdani dcngan. sctting .Dunia Barat
yang ditandEi. Perbedaan dalam trts(an
demografis, geografis, antropoligis,
sosiologis antara Indoncsia dengan
dunia Barat, mcmberikan koasckucnsi
untuk melakukan pencarion
model/desain masyarakbt, ' madad
lndonesia yang belum tentu sem&
dengan dunia Barat.

Sistem ekonomi sebggai salah
satu media mewujudkan gambaran
oasygqakat ideal versi tujuan
p€mbangunan nasional meuampatrkan

n*orttrtt*rl Eaium..nta| rf"ttitd*od
Isloteit Bttu . .

162 N.r Ytata



PERSPEKTII' lblune lI No.3 Tahan 2001 Edisi July

wajah kegagalan" karena adenya
kesalahan' par6digma pembahErinan
ekonomi Orba, yaitu paradigma
pertumbuhan ekonomi. Paradigma
pertumbuhan ekonomi mensyaratkan
pada adanya efisiensi sehingga
mengedepankan keuntungan dalam
setiap usaha. Oleh karena itu, setiap
upaya akan diarhhkan ke perolehan
keuntungan dan pemupukan kapital.
Muaranya adalah materialisme dan
kapitalisme sehingga peran dan posisi
manusia adalah alat dalam pencapaian
tuj uan.

Situasi dan kondisi sosial
kemasyarakatan Indonesia saat ini
adalah gambaran nyata kegagalan
paradigma pertumbuhan ekonomi
dalam me wujudkan masyarakat madani
Indonesia. Persoalan ini
mengemukakan karena paradigma
pembangunan ekonomi yang tertuang
dalam Trilogi Pembangunan itu kurang
mengakomodasikan faktor manusianya
dan rel i gi usitasnya.

Undang-Undang Dasar 1945
dalam Pembukaannya menegaskan
bahwa tujuan negara Republik
Indonesia adalah membentuk
pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut serta dalam usaha perdamaian
dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Rumusan ini mengandung penugssan

sktif kepada n€gara untuk
mewujudkannya.

Dalam perekonomian nasional,
p€nugasan aktif ini dijabarkan ke
dalam pasal 33 UUD 1945 beserta
semua perundang-undangan yang
mendasarkan pada pasal tersebut.
Penjabaran ini pada hakekatnya adalah
pclaksanaan dari amanat Proklamasi
dan UUD 1945 mengenai
perekonornian nasional yang
berdasarkan Pancasila. Yang
dimaksudkan disini adalah suatu
susunan perekonoJni4n Indonesia yang

' pusatnya adalah kcmakmuran rakyat.
Pada umumnya orang masih

berpendapat bahwa hingga kini
koperasi masih lebih banyak hidup di
alam cita-cita, baik cita-cita untuk
mcnjadikan soko guru sistem
perekonomian nansional seperti yang
dikehendaki oleh pasal 33 U{tD 1945
maupun cita-cita sebagai wadah
kegiatan ekonomi rakyat. Sebagai cita-
cita, koperasi telah ada sejak masa
perjuangan Pergerakan Kemcrdekaan
Indonesia. Pada saat itu koperasi
tumbuh sebagai bagian dari pergerakan
rakyat di bidang sosial ekonomi
(Sumantoro, 1986:263).

Apabi la kita mengikuti
pemikiran Bung Hatta, maka
perekonomian Indonesia harus
ditumbuhkan atas dasar kehidupan
koperatif dan bentuk koperasi
merupakan alat yang efektif untuk
membangun ekonomi rakyat yang

Rehonstruhsi Hultm untuh M.x,uj udhon
Irdonctio Ba.a
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terbelakang. Koperasi dspct
dikembangkan sehingga &pat
mengelola sektor-sektor usaha yang
besar seperti pertambangan,
perkebunan dan lain-lain.
Menumbuhkan ekonomi di atas
landasaa kehidupan koperatif akan
melenyapken kapitalieme, karena
kopcrasi mcnentang sepdi
individualisme. secara fundamentd
(LPES, 1980:44)

.. Dari ket€ntuan-ket€ntuen.drsar
pas4l 33 di atas kita skan mepgctshui
bahwa keseluruhan perckononian
Nasional Indonesia ,di . bangun dari
landesan pelaku ekooomi yang,terbagi
dqlam. tiga. scktor. yaitu: scktor
koperasi, sektor ..negara atau BUMN
dnn. sektor swasta. Dari urutaruya
dapat disimpulkan bahwa bangur yang
n4njadi dasar dan diutamekan adalah
kopcrasi scbagai lendasan yang bekerja
dari bawah s€rta mendasar yang
selanjutnya disambung oleh pgaha
negaraiSUMN yang justru bekcrja dlri
atas &e bawah. _Kpdua pclaku ekooomi
di ata.s dilengkapi oleh usaha swttse,
yang tidak dibedakan anterr swasta
aring ataupun swasta domcstit,
ataupun swasta dqmcstik, ataupun
kerjasama diantara keduanya
(Fqkrulloh, 1997:26)

.Merclonrtrukri Prredignr Eulrln
Indorelie dalrn Struktur Globrl
Hukrn I)unie

. Kadang-kadang, apabila adr
orang berbioare tenteng hukum, maka
pikiran kita akan lEngsulg tartuju pada
Undang-Undeng,. atau p€roturan tertulis
lainnya. Padahal soeungguhnya hukum
mempunyai aspck, yang amlt banyak
d.n.terdiri dari kgmponen yang jruh
lobih banyak dari pada sekedar hmyr
Undang-Undang saja. Komponcn .tru
unsur tersebut adalah filsafat hu&un,
sumbcr hukum, kaedah hukum,

. yurisprudcnsi, hukum kebiasaan,
pencgekan hukum, lembaga hukum,
pranata hukum, mekanisme hukum,
hukum acara, pendiditan hukuq,
pcrilaku masyarakat maupun pejabat,
pcrilaku profesi, dan lain-lain. Dari,
komponen-komponen
bersincrgi mcmbentuk

t€rsebut
sistem

(Sunaryati Hartono, dalam Analisi
CSIS, tahun XXII No. l). Apabile
ditelusuri, maka hukum'lladonosia
Asli" sudah bertombang scbelum
kohnial Belanda menginjaktal
kakinya di bumi Indoncsia. Hukum agli
t€rscbut mewujud dalam Hukum Adrt
yang berkembang dalan .kukub.n-
kukuban hukum.

Sampai. abad 14 pcnduduk di
kcpulauan Indonosia hidup dalam
suasan! hukum adat masing-masing.
Misalnya, orang B$tjar memiliki
sistem hutum adotnyo sendiri dcngcn
esrs dao falsafah yong diakri l dan

Rator''f;r*ti flu*a n u ntr, M.r,aJrdttrt
Itdoncsit Bott
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$ccaro
telah

Setelah agama Hindu dan Budha
masuk ke Indonesia, ada sistem hukum
adet yang mentianslantasikan Bsas-asas
dan nilai agama Hindu ., dan Budha
tcrsebut ke dalam Hukum..Adatnya,
sepcrti terjadi di ,'Jawa:"'Tengah dan
Bali. Mungkin saJa abas kckeluargaan
dan asas keserasian yang tita rnut
sekareng ini berasal dari agama Hindu
dan Budha yang sudah di resepsi.

Dengan masuknya agama Islan
ke kcpulauan Indoncsia, maka banyak
daerah yang mercsepgi unsur agama
Islam ke dalam hukum adanya sepcrti

R&onctttsl lf,tiu untu* Mcwuludtan
Iadosctio Batt

Aceh, Banten). Sulawcsi Selatan,
LoFbok. Adapula dl€rsh yang tetsp
mpp$tertahankan keasliannys scp€rti
Nias,dan Mentawai, Toraja, Asmat dan
tet.sp sd! yang bertahan dcngan a&t
d4n aghama Hindu scperti di Bali dan
Jawa Tengah. . .,, Dcngan
ditcrimanya/diresepsinya, asag-8sas
dalam agama Hindu, Budha dan Islan
kc dalam hukqrn adnt bora4i tclah
terjrdi percampuran asas dan falsafah
antara kcdurnya. -

. Secara hipotetis dapat dikata&an
balnra dengan. ditcrimanya asan?asas
dnlam agama Hindu, Budhe drn Islam
ke dalom Hukum Adat, berarti, pula
tclah ada . paradigma baru . yaitu
paradigma.Idiologi yang .menitampingi
paradigma dalam hutuc. 8dat.
Paradigme Idiologi dapat ditrkriltan
scbagai "a set of belicve and
atsumption about values to jastify.axd
make legitimate the action and purpose
the institulions" .

Kctika dalam abad 19 bangsa
Portugis dan Belanda datang kc
"Indonesia", suasana kchidupen.hukum
yang ada tidaklah vakum. Sudah ada
hutum adat yeng -masih asli dan ed.
hukum adat yang sudah merescpsi
hukum-hukum/asrs-asas dalam agama.
Portugis dan Belanda datatrg kc
Indonesia discrtai pule dengan
mcmbawa norma-nerma hukumnya
sendiri.

Khususnya Belanda, mulai
mencengkeramkan kekuasannya sejak

Na? Lrt.



abed XVI melalui badan usahanya yang
disebut VOC, Setelah hampir{dur fatug

, tahun VOC mbngrilami tejiyaail; maka
sejak tahun 1840 'terjadi' pehstaan
daerah kolonial yanf menjEdi''babakan
baru kebijakan kolonial di Indonesia.
Politik Eksploitasi yang kasar dengan
ditandai monopoli-monopoli (VOC)
mcngalami kritik tajam, dan,'akhirnya
dinyatakan bubar. Pada tahun-tahun itu
pula kekutrtan politik liberal di negara

_ , Beland" mencoba ncniupayakan
pelubatrgS-peybihin srendasar dalam
tata hukum kolonial: Kebijakan uduk
mombins tata hukum secars -sadrr ini
bercfck di satu pihak menlontrol
kckuasaan dan kcwcnangan raja dan
aparat eksckutif di daerah jajahan dan
dilain pihak akan ikut mcngupeyatan
dipcrolchnya'.perlindungan hukum yang
lebih pasti bagi seluruh lapisan
pcnduduk yang bermukim di daerah
tcrt€ntu dan atau di daerah jajahan.
(Wignyosoebroto, 1994:19)

Upaya kontrol sosial yang
hendrk dilakukan oleh .pemcrintrh
kolonial . tamirakrya tidak , dapat
dilaksanakih secaro baik apabila di

. daerah jajahan tc{ap berlaku hukum
asli (hukum adat) yang notabenenya

' tidak tertulis, Bagi pemerintah
kolonial, sifat tidak tcrtulis dari hukum
adat ini tidak membcrikan kepastian
hukum, schingga tidak dapat
melindungi kepentingannya di dacrah
jajahan.

mclindungi
' kcpentiagannya dan, mengontrol

kehidupan, pribumi, eksekutif pribumi
dan pimpinan adat, pem€rintsh,kolonial
mcmberlakrtkan Kitab Undaag-Undang
Hukun Pidana; Kitab Undang-Undang
Hukum .Perdata d8n Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang pada tahun
1948 dcngan asas konkordansi dari
KttHP, KUH P€rdata, KUH Dagang
Belanda yang di Bclanda sudah mulai
berlaku sejak tahun 1938: Hukum-
hukum yang dibawa.oleh Belanda ini

'ncmpunyai paradigma yang berbeda
dengan hukum . asli penduduk
Indonesia. Hukum Belanda tersebut
dalam hukum publik terutama KUH
Pidana lebih menonjolkan paradicma
kontrol sosial, dcngan ciri-siri sebagai
bcrikut :

- Rrkyat menerima dan mematuhi
pemegsng kekuasaan . -,

-  Bebas ni lai
- Sasaran dari pcraturan tersebut

adalah rakyat
- Adanya konformitas antara

rakya.t dengrn hukum
- Penekanannya pada dcrajat

kepatuhan terhadap penguasa.
Sedangkan KUH Dagang dan

KUH Pedata lebih menampsktrn
wujud paradigmanya sebagai
paradigrna liberal yaitu mcnbcrikan
kebcbasan pada individu untuk
berkrcasi dengan. jaminan kcpastian

.' hukum. Ascs doktrin dan 'pcngertian-' pclgcrtian dalam, bidang Perdata

n*ontt atti Euiyn untut McwtJudhan
Indoneia Bort

t6 . Na' Ysar.
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sangat berciri libcral (Sajipto
Rahardjo, Analisis CSIS, tahun XXIL'
No. l, hal. 70). Ciri libeial tefsbbui '
tampak antara lain pada adanya
pengakuan'kuat akan hak individu dan
penegakan hukum yang sama antara
warga negaid'.

Upaya pemerintah Hindia
Belanda untuk mendesakkan hukum
yang mereka bawa terus berlanjut 

'

dengan penciptaan pcrundang-
undangan yang amat liberal untuk '
membangun ekbibmi pertanian di
Hindia Belanda:' Periodisasinya terjadi
padi 1860-1890. Olch soetandyo,
periode ini disebut dengan periodc
cksperimentasi dengan hukum
perundang-undangan (Wi gnyosoebroio,
1993:80). Perundang-undangan yang
ada sopbrti Cultuurwet, Agrarisch Wet
dan peraturan tenagt ker1a, (Koeli
Ordonantie) dipaksanakan berlaku
untuk mendorong perkembangan bcaar-
besaran. dalam bidang ekonomi
pertanian.

Secari global drpat lihat bahwa
dalam... pefiode kolohial ini, penetaan
sccara sadar hukum Iirdonesia sejak
l 840 mengalami perubahan-perubahan
paradigmatis, yaitu dsri paradigma
Hrrmoni (dalam hukurn ada|
kcmudian Paradigma Kontrol Sosial
dan Paradigpna Liberpl yang tcrcermin
dalam pcrundang-undangan Belanda.

Bagi Indonesiii sekarang ini,
masalah pembairfiiiian hukum akan
bertambah' sufit' dengan adanya

wawasan
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baru dapal terwujud apabila negara
menghormati keberagaman dan kultur
lokal.

Pembangunan hukum nasional
dalam era global dirasakan bcgitu
urgen dengan alasan; P€rtama, bahwa
fenomena globalisasi yang masuk ke
Indonesia tidak dapat dibiarkan
berkembang tanpa aturan. Kedua,
hukum merupakan jaminan yang
inheren di dalam pembangunan
nasional karena hukum sebagaimana
dikatakan oleh Person (1977: 20-21\
mampu melekat dalam semua asPek
dalam ipoleksosbudhankam. Profesor
Muladi dalam makalahnya yang
berjudul "Menjamin KePastian,
Ketertiban, Penegakan dan
Perlindungan Hukum Dalam Era
Globalisasi" (hal 6-7) menyatakan
bahwa hukum harus tampil sebagai
mekanisme pengintegrasi yang dapat
mempersatukan berbagai kepentingan
yaitu kepentingan internal bangsa,
antara kepentingan nasional .dan
internasional da.l. antar sektor
kehidupan nasional. Ketiga, sebagai
norma- hukum akan memberikan
rambu-rambu dalam tata pergaulan
masyarakat sehingga hukum akan
menjadi eermin utama kehidupan yang
beradab. Keempat, terkait dengan
AFTA di tahun 2003 dan cra
perdagangan bebas di tahun 2020,
hukum akan menjadi bagian Yang
s€makin penting sebagai salah satu

wujud jati diri bangsa dalam suasana
global yang cenderung liberal.

Pembangunan Sistem Hukum
Indonesia dalam masa Indonesia awal
kemerdekaan banyak di warnai oleh
hukum-hukum dengan paradigma
kontrol sosial. Perundang-udangan
dengan paradigma kontrol sosial ini
merupakan ciri khas dari suatu negara
berkembang. Pada awal berdirinya
negara Indonesia, para pendiri negara
berkeyakinan akan mampu mengangkat
hukum Indonesia dari substsnsi hukum
adat, sehingga hukum nasional
Indonesia adalah benar-benar berasal
dari bumi Indonesia sendiri. Ternyata
praksisnya berbeda. Upaya tersebut
sulit untuk direalisasikan karena sistem
hukum adat tidak terumuskan secara
eksplisit, sedangkan hukum Belanda
sudah begitu lama eksis dan mewujud
dalam peraturan tertulis yang amat
eksplisit. Hal ini tentu saja dalam .
waktu singkat, menjadi suatu hal yang
tidak mungkin untuk membangun
hukum nasional dari konfigurasi yang
baru sama sekali atau membangun
tatanan hukum dari nol.

Secara sosiologis hal ini ridak
akan mungkin terjadi.  Bagaimanapun
juga seluruh alur sistem hukum di
Indonesia telah tertata dan mengikuti
prinsip-prinsip yang digariskan oleh
kaum kolonial sebelum mereka
ditumbangkan. Oleh karena itu dapat
dipahami bahwa hukum yang
berkembang pada awal berdirinya

Reionstrulti Huh,.m 4ntul llc*tiudhort
Irdorcsia Bart
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bcrmasyarakat. Terjadilah situasi yang
"anomie" dimana masyarakst
kehilangan nilai-nilai yang harus
dianutnya.

Apabila kita memp€tajsri
scjarah dunia, *hususnya sejarah
Indonesia, pada hakekatnya sdalah
sejarah dominasi bangsa-bangsa dunia
Bsr6t atas dunia Timur dalam berbagai
bidang seperti politik, ekonomi, hukum
drs dcnokrasi. Dalam lcasus yang lobih
spcsifik idalah domi*asi Bcltnda atas
Indonesia.

, Hal 'ini ,ternysta berdtdpak
srngst panjsng. Masih tersisa sampai
sekarang, pcmb-elajaran di'kampus-
kampus (Fak. Hukun) yrng
menekankan konsep-konsep rale of
Iaw, demokrasi, eqaility before the lav,
frgedom of speech yang tesemuanya
itu ternyata lebih mendasarkan pade
PARADIGMA LIBERAL.

Sebagai peryeimbang kita bisa
berpikir mcrdoka bagaimane.'blla
sejarah dunia terjadi yang scbaliknia,
bukan dominasi Barst atss Timw tetapi
dominasi bangsa Timur atas bangsa-
bangsa Eropa? Mungkin akan banydk
muncul konsep-konsep kctinuran yang
akan mcnjadi "pattern" di dunia. Akan
bcrkembang
musyawarah,

konscp-kons6p
tidak mcncari

pcrtara"/berperkara di pcngadilau
(sesuai dengan konsep Jawa 'ngalah
iku duwur wekasane"), kotisep Role'6f
Morality dan lain-lain. Hol ini penulis
kemukakln a_ear kita tidak terpaku

nchotrt,ralti Hutut r antuh lfqegjudlen
Irlot.tta Batr
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pzds "pettem-pattern" Barat yang
sepertinya sudah baku. padahal belum
tentu sesuai dengan sistem hukum
Pancasila. Disinilah tampok pentinglya
untuk mengintrdduksitsn'PAIiICASILA
sebagai PARADIGMA betu. i1'l

Langkah penting yang ddigat ' "bahwa'Sggal! bedan negsra ..d&n
diperlukan dalam membangun hukuim' -' p€ratursg\ )!an! ada masih berftku
nasionel adalah membcbasktn 'pikirsn Selame ' bcfiiih I 'diadakan' yang baru
dari belenggu-be lcnggu normatif dan meaurut Undanj-Uridaig 'Oasar ini.
dogmstic,ll(its harus berpikit meideka. Permasalahan yang meadasor adalah
Sistem hukum Eropa./Barat (thususnya pada saat ini teidapat kurang lcbih 400
Belanda) bukanlah satu-satunya si$tem 'froduk kolonial yang sudah kuno dan
hukum yang ideal. Kita perlu untuk 'ketinggalan jamrin. Jelas tak sesuai
mcnengok ke sistcm hukum yang lain dengan keadain sckarang.
ycng lebih sesuai d€ngan nilai.nitai Dari jumlah itu sebagian bcsar
bangsa Tirrur; nisalnya tepeng, Kotca diantaranfa sudah diterjemahkan kc
atau Thailand. dalam Bahasa Indonesia. Wujud

Sebaiknya pengguosan Hukum produk hukum ini berupa UU, doktrin,
Eropa hanyalah untuk dapdt *duduk teori s€rta yurisprudensi. Mcnurut
samarendah,berdir isamat inggi , 'hematpeaul isyangpal iagut8madalam
dengan bangsa Eropa.. Schingga kita pembangunan hukum adalah mengganti . -
dapat mengejar ketinggalan. dan setara "Jiwa/Paradigma" hukum itu sendiri.
dengan mereka, tetapi. bukan untuk Dalam membangun hukum haruslah
menundukkan diri pada pikiran-pikiran bcnar-benar dari dasar sehitrgga s€cara
dan konsep-konsep yang liberal. kurlitrtif berbeda dcngao yang

sebelumnya. Kita ketahui bersama
Jrii Diri Eukum Nuionrl: -' bohwa peraturan pcrundangan
Prradigme Eukum Prncmilr peninggalari. kolonial adalah berjiwa

Dari uraian di atas, dApat ' Iiberal kapitalis, 
' 

sedangtan kita
diketahui bahwa pada saat ioi hutum '. mcndambakan hukum sesuai dengan
nasiorll Indonesia'dapat dipilah ke . jiwa bangsa dan 'sistem hukum
dalam dua bagian besar yaitu bukqrr Indonesia yaitu Pancaiila. Apabila
nasional "asli" dan hukum peninggalan ' hanya menterjemahkan saja produk
kolonial. Hukum peninggalan kolonial hukum peninggalan kolonial,
pada hakeknlw+.terdiri dri berbagai'*'". "tiw4lparadigrnd hukumnasionstttln
p€raturan perundangan yang mcnjadi liberal kapitalis se$uai dcuggn

Reton','tthti Euturd untah frfcwuJ.dran
Irdotcrio Bart
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ssal hukumnya. Perombakan mullah
diperlukan,. sehingga pemb&ngunsn
hukum di mulai dari "pondasinya'? dan
'Jiwdparadigma? Bangsa Indonesia,
atau kalau meminjam istilah .Hsns
Kelsen. sesuai dengan Grundnorm;nya"
vaitu Pancasila.

Dalam kondisi yang bcrbeda,
hukum yang. dibuat selelali Indoncsia
Metdeka banyak yang 'i'c0dth
ketinggalan jaman, tidak ada pcfdturatr
pclakssnaannyg;, tidak sinkron baik
secara verlikal,.maupun horisontal.
Kqtyataan ini mernbawa ilampak yaog
sangat luas, yaitu : Pertama, Cdanya
huttm yang mati, yaitu peraturart''
hukumnya ada tetapi tidak permh
dilaksanakan (dead letter law). Keduo,
tinbulnya pencgakan hukum ' yang
ragrr-ragu, tidak sda kcpastian dalan
menipdak iicrbuatari yang sama-saba
mclawan hukurn (defensive law
enforcement). Ketiga, rdalah timbulnya
budaya Uiskresi yaiti pengembangan
kebij aksanaan yang diseusikat dcngan
selcru pcnbgok hukumnya. Di3kresi ini
akso bcrarti positif apabila dapat
;enjadi urnDan balik kepada lcgislatif
untuk perbaikan Undang-Undang.
Sebaliknya, diskresi akan rhcn i mbulkan
efek negatif apabila tinbut
penyelewcngan yang meluaS. Keempdq
adalah timbulnya budaya pragmatisine.

. Pragmatisme merupatan
pcngambilan k€putusan ydng hanya
didasarkan pada pertirfibangan praltis
dan''-'' sifatnya hanya . sesaat dan

berjrngkg p€ndek. Disadari scponutnya
bahwa pcmbangunan hukum bukantah
proscs yang instant, dibutuhkan waktu
yang lama, pemikiran yang mcndllam
dan befproses terus mencrus $esuai
dengan dinamika yang dialemi e1e6
bangsa itu sendiri. Hal yaog cukup
esensial dalam pembangunan hukum
nasional adalah mencntukaa jiwa atau
prradigma hukum, yatrg dalrm hd. ini
Paradig;ma Hukutr, Indonesia adalsh
Paradigma Pancas{la. ,, ,'

Pcnrtup
Gambaran Indoncsia Baru yani

dicita-citakan hanya dapat diwujudkan
apabila seluruh komponen dshtrl
tct{tenegaraan, baik y.rg bcrapr
lapisan suprastruktur mauputr
infrastruktur mempunyai visi yang
sams t€ntang berrtuk din rnasa dcpfn
Indonesia. Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) sebagai bagian dari
suprastruktur politik yang mcmpunyai
kewenangan untuk tnembuat'dcsain"
negara melalui UtlD yang dibuat,
diemandemcnnya seyogyany€ bekerja
dengan mengesampingkan kepcrtingan
politik golongannya dan lcbih
mengutanakan kepcntingan rakyat dan
kepcntingan kemanusiaan yang lebih
hias. Apabila memang "dcsnin"
bernegara yang dibudt'oleh MPR yalg
diwujudkan melalui amandcmcn UUD
t945 lebih banyak hanya ncwakili
kdpcniingan pblitik golongen yang
mayoritas, dengan nienafikan

B.*ot ,ttfri Eg,t.,,n r',tcl Il€fuj.lLtt
ftdoneds Bort
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dlg.(E, mrupunukeseimbangin anura
yang duniawi dengan yang
trlnsendental tertuang secara khidmat
dalam Pancasila. Apabila kita
bprkeheadok membangun hukum untuk
Indonesia baru, maka paradigma yang
ada dalam sila-sila Pancasila.
sebaiknyr dikonstruksikan sebagai
ajarin yang pcrlu dipahami schingga
drpat intcinrlizaed ke dalam piklnn
den hati seluruh p€serta didik
(pombclajar). Mulgi dari peradigma
moral r-eligi dalam sile pertamr,
PqfEdigrna 

' kemanusiaan, pga$igma
p€r$.tuan kebangsaan, lipardig$r
demokrasi/ musyawarah piupira
paradigma keadilan dan tc seisibanqan
sosial, peylu untuk diajarkdh'tcclra
rasional. Tidak semritii-matrr sebaiisi
doktrin sebirgaimana diajarkan pada
masa yang teTab lalu. " i ' r'/irr 

'.i ' r'

Di luar itu, inotlal pcndidikan
huturn yang [btuf kita bcnahi adalsh
nodel pendifkbri. yang tidat hanyr
scnirta-sdm{ti- "fr ciideidastan" pihran
saja, rctapi hdruslah ieboah pcndiditan
yang mampu' membangui'kdbu (h6ti
nu,rani) se[ingga bugut Jang
dilgsilkan adalah sarjana yeng ccidrs
dingan iman datr ketAqwaen yang
tinsgi. Untuk itulah, modcl pcndidikan
hukum kita tidat boleh hrnya
berliasi skan k€pads kompctcnsi . aldsar
untut. .mahir *memainkan" . hukum,
tets-pi harus le[ih dari itu pendidikan
hukun kita . haruslah berbasigkao,
kepada penguatan kalbu, bati nuraai,

Nua.IcLlc
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